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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang sudah 

dikemukakan dalam bab sebelumnya, Penulis Menyimpulkan sebagai berikut:  

1. Penyelesaian Kecurangan (Fraud) Pengadaan Barang dan Jasa Kota 

Yogyakarta diawali dengan penyelidikan yang dilakukan oleh APIP/SPI 

atas dasar aduan dari masyarakat ataupun Audit yang wajib dilakukan oleh 

APIP/SPI itu sendiri dan tindakan awal biasanya diselesaikan oleh Badan 

Pengadaan Barang/Jasa Kota Yogyakarta itu sendiri jika terkait tindakan 

yang belum merugikan pihak lain yang dimaksud dalam hal ini tindak 

kecurangan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintahan itu sendiri yaitu 

Badan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta ditetapkan 

sebagai tindakan pelanggaran dan dikenakan Sanksi Admistratif  sesuai 

dengan berat tindakan pelanggaran yang dilakukan dan penerimaan Sanksi 

Administratif, Pihak Barang/Jasa Pemerintah tetap melakukan Proyek 

tersebut sehingga menurut penulis hal dalam mengatasi hal ini masih belum 

optimal dikarenakan pihak yang sudah diketahui melakukan Tindakan 
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Kecurangan (Fraud) masih memiliki peluang dalam melakukan Tindakan 

Kecurangan lain. 

2. Penyelidikan yang dilaksanakan oleh Aparatur Pengawasan Intern 

Pemerintah (APIP) dan juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

hanya diberikan waktu terbatas yang ditentukan didalam surat tugas dan 

juga kemampuan yang dimiliki juga masih kurang dalam melakukan 

penyelidikan oleh badan tersebut sehingga menjadi kendala dalam 

penyelesaian tindak kecurangan (fraud) terhadap Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah di Kota Yogyakarta 

3. Upaya pemerintah dalam mengatasi kendala dalam penyelesaian tindakan 

kecurangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Yogyakarta 

adalah melakukan diklat secara berkala dan juga melaksanakan Probity 

Audit yang dilaksanakan setiap adanya Proyek dalam Pengadaan Barang 

dan Jasa itu sendiri. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, Penulis memberikan saran sebagai 

berikut :  

1. Perlunya penyempurnaan peraturan terkait Tindak Kecurangan (Fraud) 

Pengadaan Barang dan Jasa terkait dari terciptanya sistem (e-procurement) 

dan peraturan dalam pemberian sanksi administratif khusus yang diberikan 
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kepada Instansi Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa yang terbukti 

melakukan Tindak Kecurangan (Fraud) serta dihapus haknya dalam 

pelaksanaan suatu Proyek yang terbukti telah dilakukanya Tindakan 

Kecurangan (Fraud) tersebut. 

2. Perlunya memberikan daftar hitam terkait pihak penyedia yang telah terbukti 

melakukan Tindakan Kecurangan (Fraud) secara Nomor Induk 

Kependudukan dikarenakan seseorang yang sama yang pernah terlibat dalam 

Tindakan Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa dapat mendaftar lagi dengan 

nama perusahaan yang berbeda.  

3. Perlunya pengembangan dari berbagai aspek dalam Tindakan Penyelesaian 

Kecurangan (Fraud) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta 

seperti dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia agar lebih 

kompeten dan ahli dalam pengawasan, penyelidikan dan pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Kota Yogyakarta.  
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